PROFIL KPU KABUPATEN JOMBANG

KPU Kabupaten Jombang adalah penyelenggara Pemilu ditingkat Kabupaten Jombang, yang merupakan
bagian dari kelembagaan KPU Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Kabupaten
Jombang mengacu pada sejumlah ketentuan hukum, baik yang berbentuk Undang-Undang, maupun
berbagai ketentuan pelaksanaan, seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan ketentuan
peraturan lainnya.

KPU Kabupaten Jombang memiliki 5 (lima) orang anggota. Salah seorang diantaranya dipilih untuk
menjadi Ketua. Selain itu, KPU Kabupaten Jombang didukung oleh Sekretariat KPU Kabupaten Jombang
yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Visi KPU Kabupaten Jombang

“Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki
integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang
berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Misi KPU Kabupaten Jombang

a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas
dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;

b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel,
edukatif dan beradab;

c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;

d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta
menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi
terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Sebagaimana ketentuan pasal 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum, KPU Kabupaten Jombang memiliki wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

KPU Kabupaten/Kota berwenang:
a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;



menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemlu anggota DPRD
kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita
acara rekapitulasi suara dan sertitikat rekapitulasi suara

menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD
kabupaten/kota dan mengumumkannya;

menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktilkan sementara anggota PPK dan anggota
PPS vyang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan
Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan
Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundangBundangan; dan
melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan
peraturan perundangundangan.

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

a0 oo

melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;

memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;

menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;

melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

menyarnpaikan laporan pertanggungiarraban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada
KPU melalui KPU provinsi;

mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya
berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan
kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik
Indonesia;

Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan

menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan
KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;

membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oieh
ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;

melaksanakan dengan segera Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;

menyampaikan data hasil pemilu dari tiap_riap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada
peserta Pemitu-paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;

melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan
memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
melaksanalan putusan DKPP; dan

melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan
perundang-undangan.
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